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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI LAMPUNG
NOMOR I{\M.08.2 /HICOo-8 I 2e9 I 2Arc

TENTANG

PEMBERI,AN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH BAITUL KIROM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALAKANTORWILAYAHKEMENTERIANAGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kete*tlran Pasal 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2A13 tentang
penyelenggaraan penaidikan Madrasah, perlu memberikan izin

opeiasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor

Wlayafr Kementerian Agama Provinsi Lampung;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan rnadrasah

yang bermutu, pe;u memberikan kesempatan masyarakat melalui

trgrni"u."i berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah

sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa mad.rasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan

yang telah ditetaPkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala

Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsl ruTpYg tentang

Pemberian liata Operasioaal Pendirian Madrasah Tsanawiyah

Baitul Kirom Kabupatea Lampung Selatan'

irlengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

pendidikan Naslonal (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 78, Tar;bahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a301);

2. Undang-undang Nomor L4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Neglra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar
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4. Peratrran Pemerintah Nomor 4T Tahun 2oog tentang wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Intonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Lrdonesia Nomor a863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4g rahun 20og tentang pendanaan
Pendidikan (Iembaran Negara Republik Indonesia i*trrr, 2oog
Nomor 9L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a86a);

6. Peraturan Pemerintah Nomor T4 Tahun 200g tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20og Nomor I94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 49411;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan
dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zalo Nornor 22, Tambahan Lembaran N.g**
Republik Indonesia Nomor slso) sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan pemerintah Nomo r 66 Tahun 2orc tentang
Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor lr Tahun 2oLo
tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Republik krdonesia Tahun zafi Nornor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SISZ);

8. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun zoo1
standar sarana dan prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, sekolah Menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2oLotentang standar pelayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2g rahun 2oLB
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan Minirnat
Pendidikan di Kabupatenf Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2olz tentang pengawas
Madrasah dan pengawas pendidikan Agama Is1am p^a" sekoiah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olz Nomor .2a61
sebagaimana tetah diubah dengan peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2als tentang perubahan Atas peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2aL2 tentang pengawas Madrasah dan
Pengawas pendidikan Agama Islam paaa sit<otarr (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2AlZ Nornor 6ga};

11. Peraturan Menteri Agama Nomor la rahun 2oL2 tentang
organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201,2 Nomor gs1);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor g0 Tahun zolg tentang
Penyelenggaran pendidikan Mad.rasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2ors Nomor l3s2l sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 201s tentang
Perubahan Atas peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018tentang Penyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Ledonesia Tahun 2O1S Nomor 1733);



MenetaPkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

tfF'uuTIrSI(AIlt :

xtPt,TusAltrePAI.AxAlsToRWII,AYNIKEIIETmERIAN
AGAilA PRo\nil;i-l,ew.rxc texiarrc PEMBERIAII IZIN

OPERASIOXEL PEIIDIRIAI{ UAPNESATT 
,TSAHASTTATI

BarTUL ERO; XESGATEN I,AIIPIING SELATAIS.

Memberikan liarL operasional pendirian madrasah kepada

madrasah sebagaiman-a tercantum dalam LTII* yang

merupakan rtgiL tidak terpisahkan dari Keputusan rnr'

Setelah jangka waktu 4 tahun' Kepala Madrasah yang

bersanglmtan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada

- 
K"p "r* 

*"il;. ;;ry111;5,.'$IT,1,#:ffiil.#ifr
".ditit Perkembangan Jurr

kurikulum, pelaksanaan Pemenuhan standar sarana

prasarana,' dan p"}*:**J ;;*"nuhan standar pendidik

dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi

sekolah/rild'*"*tirteptt-Bep-s/rursesuaiketentuan
Peraturan Perundang-undangan'

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalamDiktumKEDUAhl;i;dinilaim-emenuhistandar
pelayanan *ti*J p""y"t"Ig*"* - L"*]utu"o 

danf atau

hasil akreditasi sebagaimurrr'1"iil*tsud Diktum KEDUA huruf

b mendapat peringkat -1""iI-J 
c' makl -tzin 

operasional

sebagaim"; i;;;"d dd;*Dik;m KEsAru tetap berlaku'

Dalam hal perkembangal madrasah sebagaimana dimaksud

dalamDikiumKEDUAhY;i;dinilaimemenuhistandar
pelavanan i'i"i*J p""v*r"li *i*'' L":ftdtu"" 

dan/atau

hasil akreditasi sebagaim";;;;sud Diktum KEDUA h3ruf

b tidak mendapat p"ti"grt*t*'oJi*J C' maka izin operasional

sebagaim"Jil't*t'a ?'t** bikto* KESATU dicabut'

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

DitetaPkan di Bandar LamPung

P"J" ir"g ga|22 SePtember 2al6

)

)

I

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROWNSI LAMPUNG
NOMOR I(I,r,r .a8.2 /HK.00.8/ 299 /2OL6
TENTANG
PEMBERI.AN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH BAITUL KIROM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 Nama Madrasah MTS. BAITUL KIROM

2 Nomor Statistik Madrasah 721218010103
3 Alamat Madrasah Jalan Raya Mulyosari

Desa / Kelurahan Mulyo Sari
Kecamatan Tanjung Sari
Kabupaten Lampung Selatan
Prq\rinsi Lampung

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN PONPES BAITUL KIROM

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

No. 2 Hariyo Widodo, SH, M.Kn Tanggal 8

Februari 2010

6 Pengesahan Akte Notarjs

Organisasi Penyelenggara

AHU-670.AH.O1.04 Tahun 2O10 Tanggal 7

Juni 2OOZ

KEPALA KANTOR WILAYAH
MENTERTAN AGAMA
Vtxsl i,Rupuxc


